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BABIV 


PENlfrUp 


a. Sebagai dasar untuk melakukan pengisian dan pemhenlukan suatu 

pemrrinl<1hcHl yang nwmrnmY<1i If"gitimasi yang kual dan didukullg oleh 

raKY<11 seC<1ra k('st'luruhan, rnak" pC'rlu dilt1kllkt111 pros{'s pemilihan umum 

untuk menH'nuhi tujuan tf"rsebut. Pemilihan umum yang diselenggarakan 

untuk dapat rnenjamin agar terlaksana dengan baik, kernudian atasnya perlu 

dicltur dengan t;ndang-Undang tentang pernilihall urnum dan partai politik 

y(\l1~~ hanl. PernlwntuK:m {ind,lI1g-t ind,mg hal',! t('r~('hu( dih,lrapk<lI1 ciapal 

nwngunmgi pdanggaran ycmg dilakukan baik oleb individu maupun partai 

politik. 1)<1lam upaya melaksanal~an perbaikan pada penyelenggaraan 

p(,llli\ih(~lI UIl1UIl1 !1ilt!.\ lahull ID99 itnlah. maka k('mlld1~111 dilwntuklah lJ1T 

\0.2 \,lilUIl 1919 [(,11Iang 1'(lrlai Politik, lit! ~,Jo. 3 !ahun 1999 tentang PemiH

han ,·mum. clan 1;\ i \;0. ·1 lahlln 19q~) 10ntang Sllsnn,1I1 elm; Kedudukan 

\1,lj('lls IJ('l'l1lIlSY"\o,(\\'(\\d!1 i<akya\. Ikw;\Il P(,I"'\',lki!dll 1~(lkYf1I, <ian Dewan 

Pl'l'v... ,,~il'\I1 I{tlkyal J)al'rah. P(,llllwnl ub1!1 \ il: len:e\)u! ,iug,\ dil('ngkapl tkngan 

PP No. ') (ahun lDq() lel1lang P<'l;crwai Nq~('ri Sipil y<\Il:~ M('njcH.li Anggola 

Partai PoUtik dan PP No. 12 tahun 1999 tt'l1 t ang Perubahan atas Pt'raturan 

Pt'nwrintab No. 12 tahun 1999 tentang Pegawai Negeri Sipil yang Menjadi 

Anggota Partai Politik.. 
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b. Dalam UU No.2 tahun 1999 tentang Partai Politik dan UU No.3 tahun 

1999 tentang Pemilihan Umum diberlakukan pembaharuan-pembaharuan 

atas ketentuan-ketentuan penting yang berpengaruh terhadap penyelengga

raan pemilihan umum 1999 yang baik. Pemilihan umurn 1999 diharapkan 

dapat terselenggarakan secara demokratis, transparan, jujUi'", adi!, langsung 

umum, bebas, dan rahasia. Agar dapat mencapai harapan penyelenggaraan 

peinilih<Hi -umum 1999 seperti yang diharapkan, maka pcrlu dHu:r;j-~;:i:ig -

dengan partisipasi yang luas dari masyarakat, baik melalui partai politik 

maupun secara individu. Partisipasi masyarakat yang dilakukan melalui 

partai politik diwujudkan clengan dilakukan pengaturan mengenai peserta 

pemilu yang majemuk. Partisipasi masyarakat dalam pemilu juga clarat 

dilakukan melalui pengawasan penyelenggaraan pemibhan umUffi, baik 

secara indiviclu clengan melaporkan penyimpangan dalam pelaksanaan 

pemilll kepada P,m\\'a~ lJ Pusat atan Daerah, manJ1un sl'bagai anggola 

orgarusasi pemantau pemilu. Partisipasi masyarakat juga dilakukan melalui 

keanggotaan dalal11 KOLlisi P<:>ulilihan Umum, Panitia Pemilihan Umllm, dan 

Panilia Pengawas Pemilihan Umum 1999. 

r. Untuk clapat mengurangi kualitas clan kuantitas p<:>langgaran dalam 

pemi\1I 11)0\), m;lL\ di,l\\Ir Iw\wrapa kc'\pnlllc\ll I('nlang pat1di politik s('haj~ai 

pihak yang dapal dikenai sanksi pidana. Sanksj pidana tersebut clapat 

Iwrupa pem!wkuiln, pembubaran, dim penghentian banluali K<:>uangan dari 

anggaran negara yang dapat dijatuhkan oleh Mahkamah Agung RI. Selain itu 

juga dapat dikem:ti sanksl oleh Panwasiu nerupa p'?nghentian atau 
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pembubaran kampanye suatu partai politik jika melakukan peianggaran 

dalam pelaksanaan kampanye. Namun, dalam prakteknya ketentuan

ketentuan tersebut kurang dapat terlaksana dengan haik. Sebabnya, karena 

kurang rincinya pengaturan atas proses penerapan ketentuan tersebut 

terhadap partai politik. Terutama diakibatkan kurangnya sosialisi:lsi yang 

dilakukan sebelum peraturan perundang-undangan tentang pemilihan 

umum tersebut diberlakukan secara efektif. Sehingga karena itulah 

kemudian banyak pelanggaran dalam pelaksanaan pemilihan umum yang 

tldak'd'apat' dijangkau atau dikenai sanksi pidana sebagaimalia sepertfyang 

telab ditentukan dalam lJU. Banyaknya pelanggaran pada pelaksanaan 

pemilu ~ersebut dapat mempengaruhi keabsahan, legalitas, dan legitimasi 

hasH pelaksanaan pemilihan umum 1999. Walauplm demikian pelaksanaan 

pemilu 1999 tersebut dapat dijadikan sebagai pf'lajaran pacta pelasanaan 

pemihl yang akan datang. 

') 
c., 

<l. P('nyelenggaraCln pemilu dapat dijadikan sebagCli batu u,ii atas 

kemanc\irian lembaga penegak hukum dari int(,Ivensi partai-partai politik, 

Iwj<lh,:l1 pellwrinlah, dan pihak l~lin ycmg h('rsangkuI;'Hl daliim lindak pidana 

pel11i1u. trntuk dapat mempermudah dan memperlancar llpaya penyelesaian 

dan dipninci lindah. pi<\,lll<\ pemilll yang mC'rtlj1,II\.(ln tintbk pidall,l y,\Ilg 

lwr(\ki){\~ ddpal dil)l1hClrLmnya sualu parl()i polili". dan s'!l1againya. Juga 
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sebelumnya perIu ditentukan mengenai sanksi-sanksi pidana yang dapat 

dijatuhkan oieh hakim maupun Panwas terhadap partai polittk yang 

bersangkutan. Khususnya untuk dapat melakukan pencegahan dan agar 

partai politik berHndak hati-hati, maka perlu diatur ketentuan yang dapal 

memberikan pengaruh pada hasil pemilu, nlisalny(~ seperti ketentuan 

tentang pengurangan perolehan sliara. Untuk itu Pf'riu pula ditentukan 

m<'ng<'nai tindak pidana macam apa yang dapa\ dikpnai sallksi tefsebut dan 

siapa yang berhak menjatuhkan sanksi tersebut. Agar depat selesai tepat 

waktu maka perlu diberikan jangka waktu dan prioritas penyelesaian 

perkara sehingga tidak mempengaruhi proses pemilu selaujutnya. 

b. Peran serla masyarakat dalam penyelesaian tindak pidana pemilu 

CUKUP bt:'fart( dalam membantu lembaga penegak hukulll yang menal1gJTiC--

perkara sesuai dengan kewenangannya. Bf'rkaitan dengan hl1sil pemHu p<'r1n 

diatur mengenHi hak perwakilan masyarakat termasuk lembaga-lembaga 

pemantau pemilu atau partai politik peserta pemilu untuk menggugat hasil 

pemilu h Pengadilan jika ditemukan adanya hukli maupun dugaan 

perolehan suara dalam pemilu dilakukan seC<lrn melanggar hukum. Hal ini 

juga un:uk dapal melibatkan partisipasi aktif masyaraleat dalam upaya 

pellegak;1I1 hllkmn. Sdain illl pefan wargc\ 111(\syarakal yang aklif akall llwm 

berikan keknatan yang cukup besar kepada hasil pemHu untuk dapat 

diterllll<lllll';a (lit-I! lJlasy~\rilk.<lt st'lHliri. Ikngan dl'llliki;1I1 warga ma:;yarakat 

juga tllrut menjadi subYE'k ntama dalam pelaksana<1D pfmilu nntuk memilih 

wakil-Vlakill1ya yang berkualitas. 
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c. Penegakan hukum yang tegas Inerupakan hal yang ~angat penting 

untuk dapat mencapai cita-cita pelaksanaan pemilu yang demokratis, 

transparan, ,iu,iur. adn. langsung, umum, bebas. dan rahasia. Untuk itu dalam 

In T Pemilu pertu cliarur mengenai kt'wl.:'nangan (otoritas) lembaga penegak 

hukum seperti Panwaslu yang jelas dan tegas, sehingga tidak tumpang tindih 

dengan lembaga lain. Kewenangan lembaga penegak hukum dalarn tindak 

pidana pemilu yang jelas diharapkan akan dapat mengurangi tidak tersele

saikannya pelanggaran yang terjadi. Pada pemilu yang akan datang perlu 

pula dibentuk suatu pengadilan pemilu yang khusus mengadili pelaku 

tindak pidana pada saat pemilu. Pada pengadilan tersebut hakirn-hakinmya 

khusus yang mempunyai keahlian menangani perkara tindak pidana pemilu. 

HukuIl1 acara yang digunakan pun juga khusus. disesuaikan dengan 

kepentingan untuk dapat menyelesaikan perkara secara tepat waktu. 

PeJ;lRatl~r.Q!L ..t-<;,rsebut penting untuk dapat memberikanjaminan. atas 

keputusan yang dikeluarkan agar ticlak menimbulkan kesulitan pada saat 

keputusan tersebut dilaksanakan. 

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PARTAI... RODHY ALITEDJO




